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DENGA}'I RAHTIATTUHA]'I YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu
memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk
menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan initelah habis;

c. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi
persyaratan perpanjangan izin pendirianloperasional madrasah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan
c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik lndonesia tentang
Pemberian lzin Pendirian/Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Nurul
Furqan Tataleka.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib Belajar Pendidikan
Dasar;

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 200B tentang Pendanaan Pendidikan;
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar
Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah lbtidaiyah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

9, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah
menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2010 tentang Standar Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di KabupatenlKota;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan
dan Standar lsi Pendidikan Agama lslam dan Bahasa Arab di Madrasah;

ll,Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan
Pengawas Pendidikan Agama lslam Pada Sekolah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengartras
Pendidikan Agama lslam Pada Sekolah;

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
lnstansi Vertikal Kementerian Agama;
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13. Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Madrasah;

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah yang

diselenggarakan oleh Pemeilntah dan Penegerian Madrasah yang diselenggarakan
oleh Masyarakat;

15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan lslam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat;

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan lslam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang
Petunjuk Teknis Perpanjangan lzin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan
Pengganti lzin Pendirian Mdrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan
Kerusakan Dokumen lzin Pendirian Madrasah.
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Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
keputusan ini.

Pemberian izin operasional seb4aimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat
dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan

Ditetapkan di : Sofifi
padatanggal : 2TNovemberlAlT

YAH KEMENTERIAN AGAMA

Tembusan:

1. Yth, Sekjen Kementerian Agama Rl, Jakarta;

2. Yth, lnspektur Jenderal Kementerian Agama Rl, Jakarta;

3. Yth, Dirien Pendidikan lslam Kementerian Agama Rl, Jakarta;

4. Yth, KPPN Temate, Temate;

5. Yth, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Barat

6. Yth, Masing-masing pihak yang bersangkutan untuk dilaksandran.
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IOEI{IITA$ MABRASAH YAI{G IXBERSGII PERPAHJAI{GAH Mil PE}ITXRIA}I

1 Hama Hadrasalr ffTsS l{urul Furgar T.tdde

2 ilomor Stalistik Madrasah 121282fim08

3 Alamd iladrasah DeaTatatdo

I Nama Orgnni*eii Peryel€nggara Yrya*n llurul Fuqan Tailaf*a

5
AkG ilo6is Organierd
Penyelenggma

AHU-(I{X}iSi14.4H.01.04 Tahun 2{l{$

6
Penge*ahan Akte ildsis
Organisati Penyelenggara

Lenl lndrard, S.H.,H.Kn

YAH KEMEI{TERIAH AGAMA


